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ABSTRACT

A hit and run is a traffic accident in which the perpetrator is not
responsible, by leavinggfie victim alone without stoppig the vehicle being driven.
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ABSTRAK

Tabrak Lari merupakan kecelakaan lalu lintas yang pelakunya tidak
bertanggungjawab, dengan membiarkan korbannya begitu saja tanpa
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belak

turan yang
sesuai d intah dalam
suatu Ne( iliki tujuan
utamanya anfaatan bagi
suatu mas dalam pasal 1
ayat (3) g _‘ ~ Repu esia  Ta 1945, vyang

menjelasaka 3 erupaka : um. Sehingga

segala aktifita€ dilakukan r 3 fmWang telah dibuat

dilaksanakan supaya menimbulkan peflindungan hukum dan menciptakan suatu
keadilan untuk masyarakat.

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran yang strategis untuk
membantu melakukan integrasi nasional serta pembangunan sebagai bagian dari

upaya yang dapat mencerdaskan kehdupan bangsa melaksanakan ketertiban dunia

dan memajukan kesejahteraan umum, yang mana terdapat dalam pembukaan
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke
empat. Sebaimana bagian dari sistem tranportasi nasional, dalam mengembangkan

peran dan potensi lalu lintas dan angkutan jalan yang kemudian diupayakan

sarana Vvital,SKa a angsung  deng [ Oftdsi. Transportasi
merupakan alatikel : enunjang didalam
suatu masyarakatiya ¢ a ifitas atau kegiatan
sehari-hari, asi ya ANDOIE darat. Namun demikian
pengguna kendaraan dijalan raya yang dijumpai. Demikian atas bertambahnya
jumlah dari kendaraan akan dapat menimbulkan dampak, bukan dampak yang
positif melainkan dapat menyebabkan dampak yang negative diantaranya adalah
terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas bahkan bisa terjadi kecelakaan lalulintas

tabrak lari. Jika dilihat terdapat point-point yang ada dan dapat terlaksana dalam
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lalu lintas. Jika diuraikan setidaknya ada beberapa poin yang harus ada dan

terlaksana dalam lalu lintas:

1. Jaminan akan keamanan dan kelancaran lalu lintas,
2. Prasarana jalée

ran dalam

berlalu Irage 2 as. imerupaka - ang tidak dapat

berhubungan

3 Tahun 1993
adalah: “sua tidak disengaja

melibatkan K mengakibatkan

lainya yang mengakibatkan 8fa dan/atau kerugian harta benda.
Kecelakaan lalu lintas yang pelakunya tidak bertanggung jawab, dengan
membiarkan korbannya begitu saja tanpa menghentikan kendaraannya, disebut
dengan tabrak lari. Tabrak lari adalah peristiwa tabrakan yang menabrak
meninggalkan korbannya. Tabrak lari adalah kejahatan yang tidak manusiawi

terlebih tindakan tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia (Kusmagi,

2010, hal. 94).
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Tabrak lari digolongkan sebagai kejahatan, sebagaimana Pasal 316 Ayat (2)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

sebagai berikut “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275

itu, tabrak lari telah disinggung dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“ Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat
kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraan, tidak
memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada

kepolisian Negara republic Indonesia terdekat sebagaimna dimaksud dalam pasal
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231 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf,c tanpa alasan yang patut dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000

(tujuh puluh lima juta rupiah)”.

tuk meminimalkan

a Ayat (1) huruf
pkan kendaraan

ud pada Ayat (1) dapat
2 y ketidaklaikan Kendaraan, serta
ketidaklaikan Jalan dan/z
Berdasarkan jenis-jenis kecelakaan lalu lintas terdapat beberapa situasi yang
dapat menjadi pembeda antara jenis-jenis kecelakaan lalu lintas yaitu Kecelakaan
Lalu Lintas ringan yaitu sebagai contoh terjadi kecelakaan lalu lintas namun disini

hanya menimbulkan kerusakan kendaraan dan lain halnya, tapi pada intinya tidak

menimbulkan luka-luka baik si pengendara maupun orang lain yang terlibat dalam
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kecelakaan lalu lintas tersebut. Kecelakaan Lalu Lintas sedang, di mana terjadi
kecelakaan lalu lintas menimbulkan suatu kerusakan kendaraan atau barang lain

dan juga menimbulkan korban luka-luka ringan, seperti luka lecet dan luka-

lukalainnya teta' atkan seseorang tidak

‘ ‘ !“!“‘ .Qa pana terjadi

engan kerusakan
Pasal 229 Ayat
6. (eflam) bulan dan/atau

1(satu) tahun dan/atau de g banyak Rp2.000.000,00 (dua juta
rupiah).

c. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena

kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka

berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (4), dipidana dengan

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang

mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara
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paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua
belas juta rupiah).

Tabrak lari juga merupakan tindakan yang mengabaikan nilai-nilai

kemanusiaan sel 8 ang N0Laluf ari nilai moral adalah
mengenai 3 y.bertanggu 3ertent hal. 143).
Tabrak

Mengenai $hel” Jn & ‘ i plidtan kejahatan,
sebagaim _ : pyeladalah tindak
pelanggar : Jqle @ Al g€énabrak karena

kelalaian, ) abi Nkan T P8laku atau tidak

kelancaran dan keamanan dalam berlalu lintas diperlukan dukungan baik dari
perangkat hukum yang lebih profesional maupun dukungan dari masyarakat untuk

dapat mematuhi dan mengikuti aturan yang telah dibuat.

Kelancaran dalam berlalu lintas akan menimbulkan Keselamatan pada

pengguna jalan raya yang telah berusaha menanggulangi kecelakaan lalu lintas,
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hal ini dapat dilihat atas peraturan yang dibuat serta disusun kemudian
diberlakukan yang disertai penyuluhan, peningkatan kualitas kendaraan dan jalan

raya supaya aman, beberapa cara dilaksanakan agar bisa meminimalisir terjadinya

suatu peristiwa rambu-rambu pada
jalan ag ) ‘ ambu lalu
lintas di ﬁ li kendaraan

saja akan tetapirsem da dijalan #Sitaat mematuhi
peraturan ; altlitetapkan akan

berakibat 3

Dala , Nom : kKan pada Bab 11

Pasal 3, bahwe dai ikutan Jalan.diseler angengan tujuan :

Esej@hteraan  umum,
fangsa, serta mampu

ketidak disiplinan masyarakat dalarm™@erialu lintas. Kelancaran dalam berlalu
lintas tentunya akan memberikan dampak yang sangat baik bagi kelancaran segala
usaha, dan begitu pula sebaliknya jika lalu lintas tidak berfungsi dengan baik

maka akan banyak kita temui rintangan-rintangan dalam berlalu lintas.

Pesatnya kendaraan di jalan raya berbanding lurus dengan jumlah

kecelakaan yang terjadi. Mengendarai kendaraan secara kurang hati-hati dan
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melebihi kecepatan maksimal tampaknya merupakan suatu perilaku yang bersifat
kurang kehati-hatian. Walau demikian, kebanyakan pengemudi menyadari akan

bahaya yang dihadapi apabila mengendarai kendaraan melebihi kecepatan

maksimal terseb

g dijalan.

fasilitas Lalu
si Kendaraan
anajemen dan
lu Lintas dan

hi hal tersebut

tergolong tinggi., mayoritas korbe ®hgendara sepeda motor dengan usia
produktif.

Data Laka Lantas Polres Rokan Hulu memperlihatkan bahwa hampir dari
separuh kecelakaan lalu lintas tabrak lari tahun 2018 sampai tahun 2020 dipicu

oleh faktor manusia, ada dua hal yang menjadi penyebab dari faktor manusia,

yakni perilaku tidak tertib dan aspek lengah saat berkendara.
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Berdasarkan hasil survei di wilayah hukum Polres Rokan Hulu ada beberapa
kasus data laka lantas Tabrak lari yang tertangkap oleh petugas dirokan hulu, dari

survei tersebut ada beberapa data yang sudah diolah yakni sebagai berikut :

T
r i 201 e ulu
N&ﬂﬁ AS ISM M lakaan
- BaIdR
LR
1 1
= NG ==
£ e
i T
B 7 fad = 8 :
‘| ol L
3 2 brak | 1 0
NB
B 6 4
Sumber Po
Berdasarkan da I 28 April 2021 di Polisi
Resor Kabupaten Rokan Hu rban kecelakaan lalu lintas yang

khususnya tabrak lari dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Pada tahun 2018
jumlah kecelakaan lalu lintas yang khususnya tabrak lari diwilayah hukum Polres
Rokan Hulu sebanyak 7 kasus, pada tahun 2019 sebanyak 6 kasus, dan tahun 2020
2 kasus. Banyak korban yang mengakibatkan luka berat dan luka ringan maupun
meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas yang khususnya tabrak lari tersebut.

Seperti hal nya kasus kecelakaan lalu lintas yang yang terjadi di jalan

10
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umum KM 145/146 kelurahan ujungbatu kecamatan ujung batu pada bulan Juli
2019 antara SPM Honda Kharisma Nomor Polisi BM 4714 ME, warna Abu-abu

yang dikendarai AA, dan KBM L300 yang tidak diketahui nomor polisinya yang

Kecamatan TRambah : ANUE ; an gl Desa  Rambah

melibatkan sepe | B Mitsubishi pick

dan mengakibatkan pengendara sepeda motor jatuh dan mengalami luka-luka.
Pada saat setelah terjadinya kecelakaan tersebut pengemudi kendaraan yang tidak
ingin bertanggungjawab langsung melarikan diri setelah kejadian tersebut.

Fakta di atas menunjukkan bahwa masih banyak terjadi kekurangan

mengenai fasilitas dan kedisiplinan dalam berlalu lintas. Tidak disiplin dalam

berkendara juga menunjukkan bahwa tidak ada etika baik, padahal pemicu

11



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

terjadinya kecelakaan adalah runtuhnya etika dalam berkendara. Seperti, yang

telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 diantaranya dalam

Pasal 106, yang mengharuskan pengemudi mengemudikan kendaraannya dengan

lalu lintas
tertarik  mela =nelitia fang  ma 6 it Bdengan  judul:

“Tl UPAYA
PENANG

DI WILA

1.
hukum Polres Rokan Hulu®
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana tabrak lari diwilayah

hukum Polres Rokan Hulu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a) Untuk mengetahui apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana

tabrak lari diwilayah hukum Polres Rokan Hulu.

12
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b) Untuk mengetahui Bagaimana upaya penanggulangan tindak
pidana tabrak lari diwilayah hukum Polres Rokan Hulu.

2. Manfaat Penelitian

i perkembangan ilmu

““ .93 Agan tentang

juga mengungkapkan gal teori yang merupakan

N\\\‘

sebagai landasan dari dilakut an. Teori memiliki tempat yang
mendefinisikan serta mempelajari permasalahan yang akan diteliti, dengan
demikian teori dapat memberikan penjelasan dalam memahami masalah yang
dimaksud dalam sebuah penelitian.

1.  Pengertian Kriminologi

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan

yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (The body of
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knowledge regarding crime as a sosial phenomenon). Menurut Sutherland,
kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan

reaksi atas pelanggaran hukum. Dengan demikian kriminologi tidak hanya

mempelajari ma Droses pembentukan

hukum ‘ ‘ ‘ Q““‘ .&@ <riminologi

a) Penologih Pada 0 akanPte@pi Sutherland
— 1 ) ' 1 affal pengendalian
Eva Achjani

b) ) oleh hukum
dila efientukan bahwa
J ni menyelidiki

m (khususnya

C) 5 yang mencari

logi kejahatan

masyarakat. Sedangkan menurut Soedjono Dirdjosisworo mengemukakan bahwa
kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab- sebab kejahatan dan
akibatnya, mempelajari cara-cara memperbaiki kejahatan dan cara-cara mencegah
kemungkinan timbulnya kejahatan (Soedjono Dirdjosisworo, 1984. him. 11).
Menurutnya batasan tentang tujuan tertentu dari kriminologi, yaitu:

a) Mencari cara-cara yang lebih baik untuk memperoleh pengertian
kriminologis dalam melaksanakan kebijaksanaan sosial yang dapat
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mencegah atau mengurangi dan menanggulangi kejahatan (Soedjono
Dirdjosisworo, 1984. him. 11)

b) Memperoleh gambaran yang lebih baik dan mendalam megenai perilaku
manusia dan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi
kecenderungan dan penyimpangan norma- norma hukum.

Berdasarkan bebéhapa pengertian yang dikepa@likakan di atas maka dapat

sia yang jahat

tentang orang

Kriminologi terapan, yang ;

a) Kriminalistik, yaitu ilmu “tentang pelaksanaan penydikan teknik
kejahatan dan pengusutan kejahatan (Topo Santoso dan Eva Achjani
Zulfa, 2010. him.9-10).

b) Higiene kriminal, yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah
terjadinya kejahatan.

c) Politik kriminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana
kejahatan telah terjadi.
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Menurut Shuterland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan
hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. kriminologi

olehnya dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:

a) Etiologi kailfng 3 A § mencari sebab-sebab
b) B h lahirnya
C) disi-kondisi
kriminologi
mencakup
a) Proses laws).
es of making
a.
b.
C.
d.
e. Statis
b) Etiologi abkan terjadinya
kejahatan dalam etiologi

Kriminal

a. Aliran-
b. Teori-teo
C.

00 ) Toware

} ﬁ - anfepaca pelanggar hukum berupa

tindakan represif tetap < arh

upaya-upaya pencegahan keja inal prevention). Selanjutnya yang
dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum

(Reacting Toward the Breaking Laws) meliputi:

a. Teori-teori penghukuman;

b. Upaya-upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan baik berupa
tindakan pre-emtif, preventif, represif, dan rehabilitatif (A.S. Alam dan
Amir llyas, 2010).

Selain pendapat di atas para ahli mempunyai pendapat yang berbeda-beda

mengenai ruang lingkup kriminologi, di antaranya yaitu:

. Soedjono Dirdjosisworo mengemukakan bahwa yang menjadi ruang
lingkup kriminologi adalah:
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a. Apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomenanya yang
terjadi di dalam kehidupan masyarakat, kejahatan apa dan siapa
penjahatnya.

b. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab timbulnya atau
dllakukannya kejahatan (Soedjono Dirdjosisworo, 1984. him. 11).

. . Sutherland yang berte dari pandangan bahwa
i nget |kejahatan sebagai

SN TR

1. ) r 538 1Sy Y A8 ogi sebagai

2.

; ﬁ feit” perbuatan
yang dilarang ” disertai ancaman
(sanksi) berup larangan tersebut
Kitab Undang-und elasan mengenai apa
sebenarnya yang dim Tindak pidana

biasanya disamakan dengan de€ 2tasal dari bahasa latin yakni kata
delictum. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut :
“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan
pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana” (Agio, 2012).

Tindak pidana dapat dikatakan sebagai istilah resmi dalam perundangan-

undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan
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menggunakan istilah tindak pidana. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini
salah satunya adalah Wirjono Prodjodikoro.

Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh

suatu aturan hu 2 a_disertal_ane b.Vang berupa pidana.

tersebut @ ‘gr NP D KedOaan ‘ ejadian yang

Menu

x
D
o]
QO
o
QD
o
=
QO
§ Y\ % )\
N
(@]
(e»]
N
o]
ol
AN
N

dijabarkan

merupakan St dag@h-keadaan mana

Menurut yuridis formal, “perilaku kejahatan merupakan bentuk dari tingkah laku
yang melanggar undang-undang pidana. Maka sebab itu setiap perbuatan yang
dilarang oleh undang-undang harus dijauihi dan barang siapa melanggarnya maka
akan dikenakan sanksi. Dan larangan-larangan serta kewajiban-kewajiban tertentu

yang harus ditaati jadi setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-
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undang maupun perbuatan-perbuatan aparat”. (Lamintang P. A., Bandung: Sinar,

2011)

Perilaku pidana diartikan juga menjadi salah satu dasar utama didalam

fgtlang-undangan.

Kejahatan piffa aitu serpihan dari pc S gfimasalahan dan

erat kejadian tidak dapat dilarang jikalau yang menimbulkan bukanlah orang dan

orang tidak dapat juga diancam dengan pidana jika tidak disebabkan kejadian
yang ditimbulkan itu”.

Tindak pidana ialah perbuatan, yang melanggar peraturan pidana, diancam
hukuman oleh Undang-Undang dan dilakukan oleh seseorang dengan bersalah,

orang mana harus dapat dipertanggungjawabkan (Kansil, 1989). Didalam Pasal 1
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kitab Undang-Undang hukum pidana berbunyi “Nulum delictum nulla poena sine
praevia poenali” yang artinya tiada suatu perbuatan tindak pidana tiada pula

pidana, tanpa adanya Undang-Undang hukum pidana terlebih dahulu. Ketentuan

Pasal 1 KUHP pidana, pidana dan

N ] TSR\ by 'o‘

perseoran atau.h asi gl entl asyarakat dan
negara dengg N"ya ; : | ercela di satu
pihak dan an | Sa c ) hak. Selain itu
juga mem , 3 asan y " génderitaan yang

disengaja daridekanan € ) cpada pe , . g\ James Patrick

adalah reaksi atas delikh dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja
ditimpakan negara kepada pembuat delik ini. Dengan demikian, pemidanaan
adalah pemberian nestapa yang dengan sengaja dilakukan oleh negara kepada

pembuat delik (Hamzah , 2000).
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3. Tindak Pidana Lalu Lintas
Tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu perbuatan pelanggaran

terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas.

Pelanggaran— pel @ ‘ ‘ kan terjadinya suatu
‘ !\“‘ .ea ggaran yang

terjadinya

KUHR i€ a If: : T apaflalu lintas akan
tetapi tindak¥pig alu ZTale mor 22 Tahun

2009 Tentan@Ls tan Ja L lang Nomor 22

dijalan baik disangka—sangka dan tidak disengaja yang mana dapat melibatkan
kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya serta dapat mengakibatkan
korban manusia atau kerugian harta benda dari kecelakaan lalu lintas”.

Menurut Soerjono Soekamto Suatu kecelakaan lalu lintas mungkin terjadi
dimana terlibat kendaraan bermotor dijalan umum, didalamnya terlibat manusia,

benda dan bahaya yang mungkin berakibat kematian, cedera, kerusakan atau
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kerugian, disamping itu kecelakaan lalu lintas mungkin melibatkan kendaraan
bermotor atau kendaraan tidak bermotor saja (Soejono Soekamto, 2000).

Menurut C.S.T Kanssil Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa

an kendaraan atau

meinggal d

Berdasafkah be ;  finis atas s dapat dilihat
bahwa padalis V: rapa A7 plgkaan lalu lintas.
Unsur—unsu

h adanya sutu

atkan kendaraan,

terjadi disengaja dan telah direncamakan kecelakaan seperti ini bukan murni

ketidaksengajaan dan/atau dan apabila suatu kecelakaan
kecelakaan lalu lintas, tetapi digolongkan sebagai suatu tindak pidana kriminal
penganiayaan atau suatu pembunuhan berencana.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa kecelakaan lalu lintas
bukan suatu keadaan yang diinginkan oleh seseorang, kecelakaan lalu lintas

merupakan suatu perbuatan yang tidak memiliki unsur kesengajaan, serta
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pengemudi yang dianggap gagal dalam menguasai lingkungan jalan. Kecelakaan

lalu lintas juga tidak bisa diprediksi kapan dan dimana akan terjadi suatu

kecelakaan.

rnya (Sutrino,

pidana karena

mengatur mengenai ketentuan umum, buku Il yang mengatur mengenai kejahatan,
dan buku I11 yang mengatur mengenai pelanggaran.

Dalam hukum pidana pelanggaran disebut westdelict atau delik undang-
undang yaitu perbuatan yang melanggar apa yang telah ditentukan oleh undang-
undang. Berbeda dengan kejahatan, disini tidak tersangkut sama sekali dengan

masalah keadilan (Teguh Prasetyo , 2010, p. 58). Jadi, dapat disimpulkan bahwa
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pelanggaran lalu lintas ialah perbuatan yang melanggar apa yang telah ditentukan
oleh undang-undang yang berkenaan dengan lalu lintas.

Untuk menguraikan pengertian pelanggaran, maka diperlukan para pendapat

Sarjana Hukum IM p_pelanggaran adalah

‘ ‘ “‘u“‘ .?a goar sesuatu

. L vt : .
yang ditenttl eh “pengusa 11 angks 1 I-on recht itu

merupakan , A : § aibang Purnomo,

Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan
- Menimbulkan akibat hukum.

E. Konsep Operasional

Secara konseptual, maka penulis menjelaskan suatu pengertian beberapa
poin yang dapat digunakan dalam penelitian ini guna menjauhi suatu kesalah
pahaman dalam penulisan. Berdasarkan judul diatas, berbagai istilah dijelaskan

iyalah yaitu :
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“Hukum secara umum adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur
kehidupan bermasyarakat, dibuat oleh lembaga yang berwenang dan bersifat

memaksa serta berisi perintah dan larangan yang apabila dilanggar akan

mendapatkan sag I gsi untuk melindungi

‘ ‘\‘%\“‘ .93 Agan tujuan

“Lalu lintas menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang lalu lintas daa angkutan jalan, lalu lintas didefenisikan sebagai gerak
kendaraan di ruang lalu lintas adalah prasarana yang diperuntkan bagi gerak
pindah kendaraan, orang dan atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas

pendukungnya”.
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“Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa dimana dijalan yang tidak

diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan lain dengan atau tanpa

pengguna jalan lain yang dapat mengakibatkan korban manusia dan atau

atau tidak

.‘ aswy@he’ membuat korban jatuh,
tidak menghentikan kendars . an diri jadi

kecelakaan lalu lintas, tidak memberikan pertolongan korban, dan tidak
memberikan laporan kepada pihak kepolisian terdekat, kemudian yang menabrak

tidak bertanggung jawab atas peristiwa yang telah terjadi.
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F.  Metode Penelitian
1)  Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenis penelitiannya adalah penelitian sosiologis, penelitian jenis

ini disebut juga d elitian ini didasarkan

i T
pada da “'D ‘ ‘ ‘“‘\“ .90 an dengan

p. 149).
Pen ha : tnalgskriptif, artinya
dimana pe mungkin dari

suatu perny

2) Lokasii

hulu.

3)  Populasi dan Sampel
a. Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang
sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati),
kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang

sama (Bambang Sunggono, 2011, hal. 31), sedangkan sampel adalah

himpunan atau bagian populasi.
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Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah penegak

hukum seperti polisi bagian dari lalu lintas,antara lain :

1) Kasatlantas/Kanitlaka Kepolisian Resort Rokan Hulu.

ort Rokan Hulu.

pagian dari

menentukan

Sumber Data : Polisi Resor Rokan Hulu

4)  Sumber Data

a) Data Primer
Merupakan data didapatkan dengan cara diperoleh secara langsung dari
penilitian lapangan yakni data yang didapatkan dalam penilitian

dilaksanakan di polres rokan hulu.
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b) Data Sekunder
Hasil data sekunder adalah bukti yang diperoleh dari buku-buku literature

dan mendukung dengan pokok masalah yang dibahas dan peraturan

l. ale A pengump Oata dengan mengadakan tanya

jawab langsung dengan para responden untuk dapat memperoleh data
secara langsung dari responden dengan menyiapkan daftar pertanyaan
.wawancara dilakukan kepada kanit laka lantas.

Il.  Kajian kepustakaan Yaitu penulis mengambil, mengkaji, menelaah

dan menganalisis berbagai kutipan dari buku bacaan, literatur, atau

buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang

akan diteliti.
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6) Analisis Data
Analisis data yaitu suatu cara yang dipakai untuk menganalisis, mempelajari

serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil kesimpulan yang

Soekanto, 18¢ 2) vaitu apa ya : anit lantas dan
Anggota U ; as) s 2 S atall 13 *-fakta di lapangan

diteliti dan dipefajari s jangkan pada pifDalam menarik

Pada penelitian ini, penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan
metode deduktif yakni menarik kesimpulan dari bagian umum kepada

permasalahan yang lebih khusus.
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BAB Il

TINJAUAN UMUM

Tinjauan U ang Upaya Penangg p Tindak Pidana

criminal) dape ) )k ang : Nawawi Avrief,

2008, p. 39)

Menurut Barda Nawawi A afva upaya penanggulangan kejahatan
lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada “repressive” (penindasan atau
pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih
menitikberatkan pada sifat “preventif” (pencegahan atau pengendalian) sebelum
kejahatan terjadi (Barda Nawawi Arief, 2008) .

Upaya non penal lebih bersifat preventif lebih kepada pencegahan terjadinya

atau timbulnya kejahatan pertama kali. Upaya ini lebih kepada penyuluhan hukum
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kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penegak hukum maupun masyarakat
yang mengerti hukum pada umumnya. Karena sebenarnya mencegah kejahatan

lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali.

T
‘m

pasti ba Kejah i 8 mball Jatau tidak akan
memuncul harus tetap
dilakukan ahteraan suatu
masyrakat.

2.

Penganut aliran sosiologis berpendapat bahwa dalam memberikan
pengertian kejahatan harus dimulai dari dengan mempelajari norma-norma
kelakuan didalam masyarakat sehingga tidak perlu ada batasan-batasan politik
serta tidak selalu terkandung dalam Undang-Undang (Topo Santoso dan Eva

Achjani Zulfa, 2010, hal. 100). Menurut Kamus Bahasa Indonesia kejahatan

adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang
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berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana) (Firganefi dan
Deni Achmad, 2011).

Bambang Poernomo mengatakan bahwa kejahatan adalah perilaku yang

Pengertiag al ernya : nya berbentuk
positif, art
berbentuk negatif, artinya tide at| sesus 00 kafiPerbuatan yang
dapat dikat ! s i ahat: ersebut maka hanya
perbuatan yang" t ata d 1sal-Pasa #@dalah perbuatan

kejahatan.

delik hukum, yaitu suatu peristiwa yang bertentangan dengan asas-asas hukum
yang hidup didalam keyakinan manusia dan terlepas dari Undang-Undang,
sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar delik Undang-Undang,
yaitu suatu peristiwa yang untuk kepentingan umum dinyatakan oleh Undang-

undang sebagai hal yang terlarang.
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Suatu kenyataan di dalam pergaulan hidup manusia, individu maupun
kelompok, sering terdapat adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-

norma pergaulan hidupnya, terutama terhadap norma yang dikenal sebagai norma

gertian yaitu:
yuridis formal
dengan moral

al kemanusiaan,

kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh
masyarakat, atau dengan kata lain kejahatan adalah semua bentuk ucapan,
perbuatan, tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosio-psikis
sangat merugikan masyarakat, melanggar norma- norma susila, dan
menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup

dalam Undang-Undang maupun yang belum tercantum).
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c) Pengertian Kkejahatan dari sudut pandang kriminologis Secara
kriminologis kejahatan adalah segala perbuatan manusia dalam bidang

politis, ekonomi dan sosial yang sangat merugikan dan berakibat jatuhnya

dual

korban-kg W@ i a
P Yy

-\“,“ .#; atau golongan-
%

2010, hal.

Berikut d

diantaranya

AANANE

» 9
ﬁl n maka hal-hal
A w

)

S
w
c
)

N adalah suatu
dapat dihukum
atau kealpaan

uga merupakan

b) Herman Manfte Umusan kejahatan adalah

. % e ¢

sebagai perbuatan yang ana lebih tepat, walaupun kurang
informatif, namun ia mengungkapkan sejumlah kelemahan yakni
pengertian hukum terlalu luas (Simandjuntak dan Chaidir Ali, 1980, hal.
5).

c) Donald R Taft, kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana

(a crime is an act forbidden and made punishable by law). Kejahatan

secara praktis yaitu pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan,
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kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Kejahatan secara religi adalah
pelanggaran atas perintah Tuhan (dosa). Kejahatan secara yuridis yaitu

setiap perbuatan ataupun kelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk

melindungi G an _di ‘ gara dan nyata-nyata
\“ .90 & pengertian

Dih luas dari

Isus, Kkita tidak
akan menj A para sarjana

hukum me alam beberapa

terlebih dahulu harus ada sebe peristiwa tersebut tercipta (HM Ridwan
dan Edimarwan, 1994).

b) Aspek Sosiologis Kejahatan dari aspek sosiologis bertitik tolak dari

pendapat bahwa manusia sebagai mahluk yang bermasyarakat perlu dijaga

dari setiap perbuatan- perbuatan masyarakat yang menyimpang dari nilai-
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nilai kehidupan yang dijunjung oleh masyarakat (Chainur Arrasjid, 2008,
hal. 26).

c) Aspek Psikologis Kejahatan dari aspek psikologis merupakan manifestasi

da ti ia yang bertentangan

-
S8 ) b 1

a) Lambrosian
Teori ini dikenal sebagai istilah “Italian School”, yang dimana
berpendapat:

a. Penjahat sejak lahirnya sudah mempunyai suatu tipe tersendiri.

b. Memiliki tipe tersendiri, misalnya; tengkorak asimetris, rahang bawah
yang panjang, hidung yang pesek, rambut janggut jarang, tahan sakit.

c. Tanda-tanda lahiriah yang merupakan bawaan sejak lahir seperti
berbentuk atavisme atau suatu degenerasi terutama epilepsi.

b) The Psychiatric School atau Aliran Psikiatri
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khusus dari tanda badan. Pada aliran ini mengajarkan bahwa gangguan-
gangguan emosional yang terjadi dalam hubungan pergaulan kelompok

merupakan penyebab kejahatan dan warisan biologis sebagai penyebab

LSS5 R

2001, hal. 73)

eliputi (usia,
s (agresivitas,

b. lik, waktu dan
Sedangkan ' rako embagiFien)d Jjangbeberapa unsur
yang turut :

l.
ebab kejahatan,
ngin memiliki,
i pekerti, dan

b. menghubungkan
yebabnya.

c. hatal yang ditujukan

Anasfdan terhadap harta

d WDafiwa manusia mengatur

kesenangan dan

erletak pada pertimbangan

e. Teori Cesare Lombre gtakan bahwa kejahatan disebabkan

adanya faktor bakat yang ada pada diri si pelaku (a born criminal).

f. Teori kesempatan dari Lacassagne, menyatakan bahwa masyarakat
yang memberi kesempatan untuk berbuat jahat.

g. Teori Charles Goring, menyatakan bahwa kerusakan mental adalah
faktor utama dalam kriminalitas, sedangkan kondisi sosial
berpengaruh sedikit terhadap kriminalitas (Wahyu Muljono, 2012).

Il.  Teori Kriminologi Modern
a. Teori asosiasi diferensial (differential association theory) dari Gabriel
Tarde, menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah
hasil peniruan terhadap kejahatan yang ada dalam masyarakat.
Sedangkan Edwin H. Sutherland berhipotesis bahwa perilaku
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kriminal, baik meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan

rasionalisasi yang nyaman, dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan

mereka yang melanggar norma-norma masyarakat, termasuk norma
hukum.

b. Teori tegang atau anomi (strain theory) dari Emile Durkheim,

menerangka.bahwa di bawah kondisi_g@sial tertentu, norma-norma

i : e poan otoritasnya atas

Nk mmw‘“ et i

ingga satu-

apiliaran mengenai
aSeorang terlepas
aka ia bebas

mengabaikan nilai moral manusia yang bertanggung jawab. Tabrak lari termasuk
dalam tindak pidana karena merugikan orang lain terutama bagi pengguna jalan
(Agus Setiawan, 2017). Salah satu dari nilai moral adalah mengenai pribadi
manusia yang bertanggung jawab. Berdasarkan UULLAJ Pasal 312 yang

menyatakan:
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“Setiap orang yang mengemudi Kendaraan Bermotor yang terlibat
Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya,

tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas

Dagaimana dimaksud

‘ ‘ ‘“‘.“‘ .$‘ ang patut

an penderitaan
kepada pelakiitig Jana karena telah men : 80Ppara korbannya
ususnya pelaku
pidana adalah

hukum pidana

pemasukan kas negara, melainkan berhubungan dengan tujuan-tujuan pemidanaan
(goals of punishment). Tujuan pemidanaan sendiri erat kaitannya dengan falsafah
pemidanaan yang dianut suatu bangsa, yang tercermin dalam produk Undang-
Undang yang dihasilkan (M. Hamdan, 1997, hal. 132-133).

Menurut UULLAJ, pertanggungjawaban pidana kecelakaan lalu lintas

khususnya tabrak lari diatur dalam:
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a. Pasal 310, menyatakan :

1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang
karena Kkelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas
dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana
dlmaksud dalam Pasal 229 Ayat (2), dipidana dengan pidana

aqgaling Iama 6 (enam) bulan damfatau denda paling banyak

ermotor yang
Lalu Lintas
\lam Pasal 229

’. ikan Kendaraan
~ bahayakan bagi

oer ara pallng Iama 1

(dua) tahun atau de g"Danyak Rp4.000.000,00 (empat juta

rupiah).

3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan
dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 229 Ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak
Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (4), pelaku dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda

paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
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5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4)
mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana
dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda
paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

BAB XXI KUHP menyebutkan, yang menyeBabkan mati atau luka-luka

" 2babkan orang
fane penjara paling
@ ahun”.

‘g‘r ebabkan orang
it atau halangan
aktu tertentu,
an bulan atau
a denda paling

a. a8

b. Memberikan pertolongan kepe

c. Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia
terdekat; dan

d. Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.

Pengemudi kendaraan yang dikarenakan keadaan memaksa dan tidak dapat
menghentikan kendaraan ataupun memberikan pertolongan kepada korban ketika

kecelakaan lain terjadi, keadaan memaksa yang dimaksud ialah situasi yang dapat
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mengancam keselamatan diri pengemudi, terutama dari amukan massa dan
kondisi pengemudi yang tidak memungkinkan untuk memberikan pertolongan.

Namun dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor harus segera

melaporkan diri } 3 isial 3_Re gsia terdekat. Jika hal

ini tidak dila 210e 1 E arkan Pasal

jumlah kendaraaf’ ya [ lihg lurus dengan
jumlah kece

pengendara

kecelakaan khususnya tabrak lari berkurang. Kemudian dalam Pasal 293 Ayat (2)
menyebutkan sanksi denda bagi pelakunya, yakni dikenakan denda paling banyak
Rp. 100.000,00.

Pengertian hukuman lebih luas dari pengertian pidana, jadi pidana termasuk
salah satu jenis hukuman. Demikian dapat dikatakan pula bahwa pidana adalah

perasaan tidak enak yakni penderitaan dan perasaan sengsara yang dijatuhkan oleh
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hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar Undang-Undang hukum

pidana. Jika dikaitkan dengan pelaku tindak pidana lalu lintas, pidana dapat

dijatuhkan adalah pidana penjara, kurungan, atau denda dan selain itu dapat

Undang Nomor 15 Tahun 1951 Pemerintah Indonesia mengatur lagi Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan kedalam Undang-Undang yang baru serta mencabut
peraturan sebelumnya tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maka Lahirnya
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
yang pada waktu itu atas persetujuan bersama antara Presiden Soekarno dengan

DPR GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong). Undang-Undang Nomor 3
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Tahun 1965 ini adalah Undang-Undang pertama yang mengatur LLAJ di

Indonesia setelah Indonesia merdeka.

Selanjutnya dibentuklah perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun

L
negara.
g
Setela ‘ﬂ'r askan semangat
&

nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya

di dalam batang tubuh di jelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh
Undang-Undang ini adalah:

a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman,
selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk
mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum,
memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung
tinggi martabat bangsa;

b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
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c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Selanjutnya pada paragraf ke-5 (kelima) pada Penjelasan Umum Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan Penajaman formulasi mengenai asas

akan Lalu Lintas dan

yang ditekankag ' naturan La al@n. Selain itu, di
dalam Undg a ditekankan terwujudnya” (" 8rlalu lintas dan
budaya bangsas@iust culture) me aya | an, pembesiah bimbingan, dan

pendidikan

bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, proses pembentukan undang-
undang yang baik, harus diatur secara komprehensif baik mengenai proses
perencanaan, penyiapan, pembahasan, pengesahan sampai dengan pengundangan.

Melihat beberapa pemaparan diatas pada dasarnya Undang-Undang Nomor

22 Tahun 2009 menjadi pelengkap dari keseluruhan perubahan Undang—Undang

mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan berlaku saat ini. Sehingga sebagai
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Undang-Undang yang terbaru maka kedudukan Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009 memiliki kekuatan dengan berlegitimasi pada asas lex posterior

derogat lex priori sebagaimana memiliki pengertian bahwa substansial undang—

strategis dalam
al bagian dari
amanatkan oleh
1945;

a@lan dari sistem
DOteNS Jr perannya untuk
oF 2lancaran berlalu
g pembangunan

dan internasional
Jalan yang sesual

22 Tahun 2009 pada pasal 5 ayat (3) yang menyebutkan bahwa dalam Undang—
Undang ini pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan
secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (stakeholders) sebagai berikut:
a. urusan pemerintahan di bidang prasarana Jalan, oleh kementerian yang
bertanggung jawab di bidang Jalan;
b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang
sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
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c. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang
industri;

d. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di
bidang teknel@gi

entifikasi Kendaraan.

lebih jelas @8 aran sehing - dan Angkutan

Jalan dapatite a denc el aMma efisien, serta
dapat diper
g Nomor 22
Tahun 2009 Jneang-Undang Nomor
22 Tahun 2 una melengkapi
o

untuk apa undang-undang terse #K. Sependapat dengan hal tersebut
maka penulis menyimpulkan dinamika terhadap Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
di Indonesia menjadi salah satu alasan fundamental untuk membentuk perubahan

atas Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ada sebelum Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 dibentuk.

C. Muatan Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
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Muatan isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 apabila kita merujuk
pada BAB | mengenai Ketentuan Umum dan Pada Pasal 1 angka 1 yang

menyebutkan bahwa: “Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan

agan Lalu Lintas dan

ang dari satu
jalan ;

gkaian simpul
enyelenggaraan
\h tempat yang
al yang berupa

aleftlang lalu lintas,
a1 bu, alat pemberi
endl

Pengemudi adalah orang'ye Jemudikan kendaraan bermotor di jalan

yang telah memiliki surat ijin mengemudi

g. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu
lintas.

Secara substansial hal yang disebutkan diatas saling terkait antara satu sama

lain, mengingat bahwa suatu tindakan dapat saja atau mampu mencederai undang-

undang sehingga oleh karenanya muatan isi dari Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009 tersebut cukup detail menjelaskan beberapa point yang terkait.
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Selanjutnya mengenai pihak yang langsung bertanggungjawab terhadap keamanan
lalu lintas dan angkutan jalan adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia,

sebagaimana disebutkan pada Pasal 200 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun

dang-Undang
gdraan kegiatan

Effa sama antara

terbentuk dari adanya kesadaran masyarakat dalam menyikapi peraturan, hal ini

disebut kesadaran hukum. Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan empat
indikator dari kesadaran hukum, yaitu (Soerjono Soekanto, 1982, hal. 140):
Pengetahuan tentang hukum;

Pemahaman tentang hukum;

Sikap terhadap hukum; dan
Perilaku hukum.

o0 oW
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Selanjutnya secara singkatnya menurut Soerjono Soekanto menyebutkan
bahwa Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satunya konsepsi

mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung ajaran-ajaran kesadaran

dalam menilai isi dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tersebut bawa inti
dari Undang-Undang tersebut secara garis besar adalah mengenai pengaturan
berlalu lintas dan berkendaraan yang wajib dipatuhi oleh pihak—pihak yang telah
disebutkan oleh Pasal 200 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun

2009.
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D. Pengaturan Surat Izin Mengemudi dalam Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009

Pada dasarnya terkait dengan Surat 1zin Mengemudi telah dijabarkan secara

aan Bermotor
dan pelatihan

adla ayat (4) hanya
Mengemudi untuk

menyebutkan:

1) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif,
kesehatan, dan lulus ujian.

2) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah
sebagai berikut:

a. usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat
Izin Mengemudi C, dan Surat 1zin Mengemudi D;
b. wusia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
c. usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I1.
3) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk;
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b. pengisian formulir permohonan; dan
c. rumusan sidik jari.

4) Syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter; dan
b. sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis.

5) Syarat lulus ujiamsebagaimana dimaksud padaf@ayat (1) meliputi:

‘-‘ n Mengemudi
II
: menunjukkan
e

H al 288 ayat (2)

Undang-Un 2 009 tenta JaglAngkutan Jalan

ribu rupiah).”
Apabila saat pemeriksaan ternyata diketahui pengemudi membawa
kendaraan bermotor tidak mempunyai SIM, maka sanksinya lebih berat
sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :
“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang

tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat
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(1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda
paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).”

Berdasarkan Pasal 106 ayat (5) jo. Pasal 265 Undang-Undang Nomor 22

tahun 2009 tentag p Surat Tanda Nomor

ngsi sebagai
tanda bah : : : gpdan yang tertera

pada Pasal alu Lintas dan

Angkutan kti legitimasi

kompetensi, ang yang telah

lulus uji pe mengemudikan

kendaraan ang ditentukan

berdasarkan Lalu Lintas dan

lalu lintas.Kewenangan petugas polisi Talu lintas tersebut diatur dalam Pasal 260
Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

1) Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana,
Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang—Undang
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan berwenang:

a. memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita
sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan
berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
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b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan
Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

c. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor,
dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;

d. melakukan penyitaan terhadap Surat lIzin Mengemudi, Kendaraan

Bermotor, m@atan, Surat Tanda Nomor&epndaraan Bermotor, Surat

Q ada lulus uji sebagai

e
bk b

garan atau
peraturan

Y

Pada dasa kup banyak-r aha j€Tihal pelanggaran
Surat 1zin
yang ada ¢

berwenang,

=y
D
5
<
o
S
Q
o
2
=

B S Y=y ¢
=
=
&
5
'S
=
(@]

o\ B
<D

terdapat bebé

menanggapi pe

tersebut, antara

@ 3 *.& - dan Asas Tidak
&
'Q @ ‘ Mdapat Ridwan H.R. kedua

Mencampuradukkan
pengertian dari Asas tersebut atlé

1. Asas Kepastian Hukum
Asas kepastian hukum memiliki dua aspek, yang satu lebih bersifat hukum
material, yang lain bersifat formal. Aspek hukum material terkait erat
dengan asas kepercayaan. Sedangkan aspek yang bersifat formal terkait
pada keputusankeputusan yang menguntungkan, dan harus disusun dengan
kata-kata yang jelas.

2. Asas Tidak mencampuradukkan Kewenangan
Asas tidak mencampuradukkan ini menghendaki agar pejabat tata usaha
negara tidak menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain selain yang
telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku atau menggunakan
wewenang yang melampaui batas.
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C. Tinjauan Umum Tentang Wilayah hukum Polres Rokan Hulu
Gambaran Uumum Obyek Penelitian

1.  Sejarah Ringkas Kabupaten Rokan Hulu

a_Rantau Rokan atau

teratak ai

sekarang.

anaArNY)
.
:

istiadat se mpun budaya

minangkaba ara dan barat
daya terdap:s

etnis batak

ARRARN

lampau, suk »’« umnya mereka
mengaku sebg ﬂ' rah-daerah yang
dijadikan landsc "6 it_dijédikan sebagai satu
daerah kecamatan. S€ Oaerah di indonesia pada

Hulu resmi didirikan pada tanggal 12 oktober 1999 berdasarkan Undang-Undang
Nomor 53 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003.

2. Admisnistrasi Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu

Sebelum kemerdekaan yakni pada zaman penjajahan belanda. Wilayah
rokanhulu terbagi atas 2 daerah :
I.  Wilayah Rokan kanan yang terdiri dari kerajaan tambusai, kerajaan
rambah dan kerajaan kepenuhan.
Il.  Wilayah rokan kiri yang terdiri dari kerajaan Rokan IV koto, Kuntu
Darussalam dan lain-lain.
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Penyelenggaraan pemerintahan dikampung diselenggarakan oleh penghulu
adat. Berdasarkan permendagri no 60 tahun 2011 Kabupaten Rokan Hulu
memiliki Luas Wilayah 7.588.13 km dengan jumlah penduduk sebanyak
513.500 jiwa dan 16 kecamatan dan 7 kelurahan.
3. Visi Kabupaten Rokan Hulu
Menjadikan RokameHulu sebagai Kabupaten tegaik di Provinsi Riau dalam
rangka menuju \/ig

“-
- < ‘\m\\\\‘ “

1) Peningka

Y
=)
&

vy

.\\.n“{i‘a‘&;‘it’%"l‘

x Kasang Padang
. Desa Sontang
. Aliantan

. Batu Langka Besar
Giti

Kabun

. Koto Ranah

. Kepenuhan Barat

. Kepenuhan Baru

. Kepenuhan Kota

. Kepenuhan Raya

. Ulak Patian

3. Kabun

4. Kepenuhan
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6. Rantau Binuang Sakti

Kepenuhan Hulu

1.
2.
3.
4.

Kepenuhan Jaya
Muara Jaya
Pekan Tebih
Kepenuhan Hulu

11.

Rambah Samo

1.

Bangun h

%

[
=)

=4

=1

&
2

. Langkitin

. Lubuk Bilang
. Lubuk Napal
. Sei Salak

12.

Rokan IV Koto

. Asahan

. Cipang Kanan

. Cipang Kiri Hilir
. Lubuk Bendara

13.

Tambusai

. Batang Kumu

Batas

. Rantau Panjang
. Sialang Rindang
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1. Bangun Jaya
2. Mahato

3. Mahato Hulu
4, Pagar Mayang

14. | Tambusai Utara

1. Bono Tapung

£ 3 aldhl 568.576 jiwa
pada tahun : 02. 8 ; \bupaten rokan
hulu adalah ‘ﬁ‘ ah bz '

. d

0°25'41 LU -
memiliki Luas

ghagai berikut:
h dan Labuhan Batu

H~own

3 ¥ sungai yaitu ; sungai rokan
kanan, sungai rokan ' sungai ngaso, sungai batang

6. Sat Lantas Polres Rokan Hulu

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang
berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan
hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dalam negeri (Kasman
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Tasaripa, 2013). Sat Lantas Rokan Hulu merupakan salah satu fungsi kepolisian
yang menangani secara khusus tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang ada

diwilayah hukum Polres Kabupaten Rokan Hulu Sat Lantas Polres Kabupaten

Rokan Hulu d|p| i (Kasat Lantas) dan

‘ ‘ m!‘}“‘ .ee gaten Rokan

wanes

asyarakat serta

i

elayanan para
n selama dalam

2) lud tas melalui upaya
dan ketaatan serta

3) dan
masi hukum dan HAM

4) ancaran lalu lintas dengan

al hukum yang berlaku.
5) Menlngkatkan 3 plidasi kedalam sebagai upaya
menyamankan misi polantas.

8. Pembantu Sat Lantas dalam melaksanakan tugas.

a. Urusan Pembina Operasional (Ur Bin Ops), yang bertugas
melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan kerjasama lintas
sektoral, pengkajjian masalah di bidang lalu lintas, melakukan
kerjasama lintas sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas,
pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka
penegakan hukum dan Kamseltibcar, perawatan dan pemeliharaan
peralatan kendaraan;
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b. Urusan administrasi dan ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas
menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;

c. Unit pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patoli (Turjawali),
yang bertugas melaksanakan kegiatan turjawali dan penindakan
terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

an masyarakat dan reka D|kyasa) yang bertugas
: an dikmas lantas;

embantu unsur
pelaksana

membimbi ; ; s AV of: fgGanakan kegiatan

rekayasa lalu lintas di jalan . Untuk menyelenggarakan tugas pokok Seksi
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Darat, mempunyai fungsi:

a. Perencanaan kegiatan kerja Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu
Lintas Darat.
b. Pemberian petunjuk pelaksanaan urusan penyelenggaraan manajemen
dan rekayasa lalu lintas di jalan, meliputi :
a) Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi
jalan
b) Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan
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c) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan
penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi
isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan
serta fasilitas pendukung di jalan , penyelenggaraan manajemen
dan rekayasa lalu lintas di jalan , penyelenggaraan andalalin di
jalan.

s dan Rekayasa Lalu

)
eﬁ elenggaraan
- pghyusunan dan
ijal PENyusunan dan
3 ntuan lokasi,
apusan rambu lalu

i Rekayasa

ung di jalan ,
as di jalan ,
f Rekayasa Lalu
g.
h. Rekayasa Lalu

an atasan dalam
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BAB 111

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabrak Lari akan kecelakaan lalu lintag, yang pelakunya tidak

bertanggungjg aNgJa orbannye gitu saja  tanpa

am skripsi ini

Hal ini bisa saja terjadi akibat*d alaian pengemudi dari kendaraan yang
tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang sudah ada demi keamanan, kelancaran,
dan keselamatan dalam berlalu lintas. Oleh karena itu, perlu diketahui mengapa
diindonesia tingkat kesadaran akan mematuhi peraturan lalu lintas masih
tergolong rendah.

Berbicara terkait kasus kecelakaan lalu lintas tersebut tidak lain yang sering

kali ditemukan dalam lapangan kecelakaan lalu lintas terjadi disebabkan oleh
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faktor kelalaian baik itu kelalain dari pengemudi dan pengendara kendaraan
bermotor. Seperti hal nya kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan umum

KM 145/146 kelurahan ujungbatu kecamatan ujung batu pada bulan Juli 2019

antara SPM Hongd a NG iSioB A yarna Abu-abu yang

SNAL

dikemudik

dalam kasu

Wunaky

mobil.

Tidak semua pengemudi kendaraan paham dan mengetahui Peraturan-
peraturan lalu lintas. Arti dari marka dan Rambu-rambu lalu lintas belum
sepenuhnya dipahami oleh pengemudi dijalan raya. Penyababnya adalah
kurangnya kesadaran untuk mencari tahu arti dari marka dan Rambu-
rambu lalu lintas ditambah pada saat ujian memperoleh SIM, mereka lebih

senang mendapatkan SIM dengan instan dari pada mengikuti seluruh
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. Tidak Memikirkan Keselamatan Diri Atau Orang Lain

prosedur. Tidak banyak pengemudi meski sudah mempunyai SIM namum

masih sering malukan pelangaran di jalan raya.

. Hanya Patuh Ketika Ada Petugas

Pemerintah telah mewajibkan beberapa standar keselamatan pengemudi
saat mengemudikan kendaraannya seperti wajib memasang safety belt
untuk pengemudi roda empat dan wajib memakai helm, kaca spion tetap

terpasang, dan menyalakan lampu pada siang hari bagi roda dua.
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Kemuadian kanit laka lantas memberikan sebab akibat dari melanggar
aturan yang telah dibuat serta telah ditetapkan akan menimbulkan suatu

kecelakaan lalu lintas bahkan bisa terjadi tabrak lari bagi pengendara di jalan raya.

dalam menggme adaan k Ac garifkeadaan jalan
dimana pe . sengaja atau tida c dan. Kurangnya
emahamariifias Kat' te : : a0t edgai kecelakaan
P ] ﬂ'

biasa dan gnya pe an | aka /ara melakukan apa

i. Kelalaian perbuatan, ~ apabila hanya dengan melakukan
perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak
perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan itu tersebut
sebagaimana ketentuan dalam pasal 205 KUHPidana.

ii.  Kelalaian akibat, merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat

dari kelalaian itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang
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oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain

sebagaimana diatur dalam pasal 359,360,361 KUHPidana.

Sedangkan kelalaian itu sendiri memiliki beberapa unsur antara lain :

Culpa lata yang tidak disadari (lalai)

Unconscius : kelalaian yang tidak disadari, contohnya antara lain
kurang berpikir (onnadentkend), lengah (onoplettend), dimana
seseorang seyogyanya harus sadar dengan resiko, tetapi tidak

demikian.
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Jadi kelalaian yang disadari terjadi apabila seseorang tidak melakukan suatu
perbuatan, namun dia sadar apabila dia tidak melakukan perbuatan tersebut, maka

akan menimbulkan akibat yang dilarang dalam hukum pidana. Sedangkan

tidak memikirkan

lintas. Dari
permasalah
raya, maka ; npulkan bahwa faktor merupakan Penyebab utama
terjadinya ¢

pengemudi

3 05

= )
B ¢

yang tidak memperhatikan kecepatan kendaraannya melaju terlalu kencang
tanpa memperhatikan kendaraan yang ada disekelilingnya yang akibatnya
sipengendara tersebut mengalami kecelakaan. Selain kelalaian pengemudi
kendaraan dalam berkendara yang dapat menimbulkan terjadinya
kecelakaan lalu lintas, pemakai jalan lainnya yaitu pejalan kaki juga sering

lalai. Misalnya pejalan kaki yang berjalan ditengah-tengah jalan raya atau

68



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

memotong jalan dengan tidak memperhatikan adanya kendaraan yang
akan melintas. Jika pengemudi kendaraan menabrak pejalan kaki pada

posisi pertengahan jalan berarti bahwa pejalan kaki sementara memotong

pperlihatkan lalainya

‘ln\n\‘ ' @

berkendara, misalnya melaju dengan kecepatan tinggi, berkendara dalam
keadaan mengantuk, tidak memberi isyarat ketika akan membelok, tidak
menyalahkan lampu dan lain-lain.

Selain faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri seseorang

seperti yang telah dijelaskan di atas kecelakaan lalu lintas tabrak lari juga
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dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu faktor yang bersumber dari luar diri

seseorang.

3.
a.
‘;[F kecelakaan
o J
balU-pattiy ficin terutama
diwaktu h : Hujan juga
mempenga ﬂf adin lebih jauh
dan jalan g gangu dengan
adanya asa g mengakibatkan
jarak pand .@ pengguna jalan
Pada umum kendaraans~sepe , : an : an yang sangat
mudah terliba s oleh peryataan
Suwardjoko kon gb i€fadinya pelanggaran
dan kecelakaan lal , tikungan jalan yang
tajam, tetapi faktor jala gan rekayasa jalan dengan

sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi tingkah laku para punguna jalan
dan mengurangi atau mencegah tindakan yang membahayakan keselamatan dalam
berlalu lintas. Beberapa indikator faktor jalan yang beepotensi menimbulkan
permasalahan terdapat keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu

lintas antara lain :
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1. Prasarana Jalan yang dioperasioanal harus dilengkapi dengan
prasarana jalan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-

undang Nomor 14 Tahun 1992 menyatakan bahwa: Untuk

an Lalu Lintas serta

Akibat dari KO Q‘: akebafiyak saksi serta dilengkapi
oleh rambu-rambu lalu i . 2 v mkan pelaku kecelakaan lalu
lintas tabrak lari untuk kabur dar tanggung jawabnya. Pelaku sengaja
meninggalkan korban karena pelaku ingin lepas dari tanggung jawab hukuman
yang akan diterima. Situasi di lingkungan lokasi kecelakaan yang dapat
mengancam keselamatan Pengemudi kendaraan karena dalam keadaan memaksa
dan tidak dapat menghentikan kendaraan ataupun memberikan pertolongan

kepada korban ketika kecelakaan terjadi, maksud keadaan memaksa yaitu situasi
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yang dapat mengancam keselamatan diri pengemudi, terutama dari amukan massa
dan kondisi pengemudi yang tidak memungkinkan untuk memberikan pertolongan

kepada korban (Wurara, 2015).

khususnnya

petunjuk dz

sebagaiman:

antaranya t

dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan
pelanggaran/kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut,
maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya ini faktor niat menjadi hilang
meskipun ada kesempatan.

Upaya yang dilakukan berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran

mengetahui faktor-faktor penyebab, pendorong, dan faktor peluang dari
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pelanggaran yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas, sehingga tercipta suatu
kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal serta terbina dan terciptanya kondisi

perilaku atau norma hidup taat pada peraturan. Kegiatan ini pada  dasarnya

undang sebelupg nenjadi bukti kes e stansi penegak
hukum dal3 ¢ 1 dan pence chjadiiyagkecelakaan lalu
lintas.
ian antara lain,

sekolah-sekolah

lalu lintas, dan melakuKke efja Medengan lembaga-lembaga swadaya
masyarakat untuk melaksanakan penyuluhan-penyuluhan dan pemahaman hukum
kepada pelajar dan warga masyarakat tentang dampak dari ketidakpatuhan
terhadap peraturan lalu lintas dan sanksi berat bagi pelaku pelanggaran yang
menimbulkan kecelakaan berakibat kematian.

Upaya pemberantasan dan pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas

antara lain dapat juga di lihat dari banyaknya spanduk-spanduk atau baliho-baliho
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yang terpampang di pinggir-pinggir jalan dan tempat-tempat umum yang

mengajak orang untuk taat dan patuh terhadap peraturan lalu lintas.

hasil wawa

polres rohu

preventif y
a.
b. Penyuluhan

Dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran hukum, pihak kepolisan
juga sering mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum termasuk
diantaranya penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran dalam berlalu
lintas.

c. Perolehan SIM ( Surat 1zin Mengemudi)
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Pemberian izin mengemudi juga merupakn salah satu upaya dalam

mengurangi terjadinya suatu pertistiwa kecelakaan berlalu lintas.

d. Razia

3.

pada sifat “repressive” penindasan, pemberantasan /penumpasan sesudah
kejahatan terjadi. Dengan penjatuhan atau pemberian sanksi pidana maka
pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 1 tahun 1960 tentang
pemberatan hukuman yang di ancam oleh pasal 359 dan pasal 360 KUHPidana

yang berbunyi
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a. Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapatkan

luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau

kurungan paling lama satu tahun.

peristiwa JF : . Pihak ke alekukan berupa
pembinaan dam*pe ’ angan li : - gitgkan masyarakat
dalam menc@g Wk ana , aghlyang khususnya

tabrak lari. A eS| i ) ; 8N pidana terhadap

didapatkan pada saat olah TKP seperti hal minimnya sarana dan prasarana seperti
kurangnya alat tranporstasi dan alat telekomunikasi serta kurangnya kesadaran
masyarakat dalam beretika lalu lintas. Kemudian lambat memberikan laporan
bahwa telah terjadinya suatu peristiwa kecelakaan kemudian pada saat melakukan
olah tkp pihak kepolisian tidak mendapatkan data yang sempurna dikarenakan

kurangnya saksi memberikan informasi kejadian yang telah terjadi dan tidak
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mendapatkan pelaku pada saat terjadinya kecelakaan dikerenakan pelaku

melarikan diri untuk tidak bertanggung jawab.

Adapun tugas dari Polisi dalam menentukan pelaku atau korban tersebut

kendaraan yang rusak, barang-barang yang berserakan, tingkat kerusakan
pada kendaraan, kondisi jalan serta cuaca pada saat kejadian. Tanda-tanda
tergelincir merupakan petunjuk yang paling penting dalam penyelidikan
kecelakaan, polisi bisa menentukan percepatan, arah perjalanan, titik

benturan polisi dalam melakukan pengukuran tersebut tidak boleh menebak
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dan harus menggunakan alat karena hal itu penting untuk memberikan

laporan di kepolisian atau memberikan kesaksian di pengadilan.

. Mencari saksi dan Mencatat saksi-saksi di TKP (Tempat Kejadian Perkara),

1 ‘ A bagaimana proses
5 M by

; ebut untuk

terjadinya

an permanen,
ggaran seperti

, tabrak lari,

melakukan penyelidikan hingga menyakan keterang kepada saksi yang ada
dilokasi bagaimana ciri-ciri dari kendaraan yang dikemudikan oleh pelaku
dan menanyakan nomor polisi untuk ditindak lanjuti, serta yang
mengakibatkan korban luka atau tewas ditempat penyelidikan, lokasi
tersebut harus ditindak lanjuti dengan penyelidikan-penyelidikan di rumah

sakit atau tempat prektek dokter untuk menentukan tingkat keseriusan luka
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tersebut. Karena hal tersebut merupakan salah satu cara untuk mendapatkan

informasi yang akurat tentang penyebab kematian dan sifat dari luka

tersebut. Polisi wajib memantau para korban yang terluka sampai mereka

digunakan

lalu lintas 3

lalu lintas hingga
mengakibatkan matinya seseorang apabila penyidik telah menetapkan seseorang
tersangka tidak langsung dilimpahkan ke Kejaksaan. Penyidik masih memberikan
kesempatan untuk dilakukan proses penyelesaian perkara di luar pengadilan
dengan jalan musyawarah atau mediasi atas kesepakatan kedua belah pihak.

Meskipun musyawarah untuk ganti rugi ini wajib diberikan oleh pihak tersangka
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dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana, tetapi penyidik dapat
mengesampingkan itu dengan dasar asas manfaat.

Adapun harapan yang disampaikan oleh bapak kanit laka lantas polres rokan

amat dan tertib harus
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BAB IV

PENUTUP

daraan serta
d@kan kecelakaan
al@mi syok serta
ade kantor polisi

g terlibat ingin
{f ya situasi atau

‘ _e_lakaan yang
ncliri.

Hulu dalam

yuluhan, melakukan

* lintas, meningkatkan
t % otor secara berkala, dan

Q mﬁ"ﬂ!} g'di sepanjang jalan.

upaya repre3|f e 2njatuhkan pidana terhadap pelaku

tabrak lari. Namun dalamakta yang ada upaya represif masih sulit

dilakukan oleh pihak Satlantas, hal ini dikarenakan pihak Satlantas

memiliki hambatan dalam mengungkap pelaku tabrak lari.

B. Saran
Berdasarkan simpulan sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka dalam
kesempatan ini disarankan sebagai berikut :

1. Aparat Satuan Lalu Lintas Polres Rokan Hulu agar terus sebaiknya
meningkatkan pelayanan sosialisasi dan penyuluhan kepada seluruh
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lapisan masyarakat tentang tata cara berlalu lintas yang baik dan benar
dan melakukan operasi kepolisian (razia) kendaraan bermotor secara
berkala yang tidak memenuhi standar sesuai dengan prosedur atau
aturan yang berlaku agar tingkat kecelakaan tabrak lari di Wilayah
hukum polres Rokan Hulu dapat berkurang setiap tahunnya dan
grsonil/Petu Ik melakukan penjagaan

Lly/d fler: g

hukum dan
S yang dapat
trafg dan lebih
eningkatkan
uk mencegah
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TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP UPAYA PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA TABRAK LARI DIWILAYAH HUKUM POLRES
ROKAN HULU

penelitian
tindak Pida
merupakan peroleh gelar
Sarjana H S inta bantuan
saudara(i) Yo ' untu mba : anyaan yang
berhubung ' . mendapatkan

Atas kesedié
ucapkan teri

Metode Penelitian
Lokasi Penelitian
Subjek Penelitian

1. Jenis-jenis Pelanggaran apa saja yang sering terjadi di wilayah hukum
Polres Rokan Hulu?

2. Bagaimana menurut Bapak mengenai tingkat kepatuhan masyarakat
terhadap peraturan lalu lintas di wilayah hukum Polres Rokan Hulu?

3. Apa saja faktor penyebab terjadinya Kecelakaan lalu lintas di wilayah
hukum Polres Rokan Hulu?

4. Bagaimana upaya Bapak untuk mewujudkan lalu lintas aman, selamat,
tertib, dan lancar?

5. Bagaimana harapan Bapak terhadap kondisi lalu lintas yang ada di wilayah
hukum Polres Rokan Hulu kedepannya?
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